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This study examines the role of public administration in optimizing village funds to 
improve social welfare. The approach used is a literature review with a qualitative 
descriptive method, analyzing various journal sources and policy documents related to 
village fund management. The results indicate that transparent, accountable 
management of village funds involving active community participation significantly 
contributes to improved access to education, health, and household income. However, 
challenges such as disparities in the capacity of village apparatus human resources and 
low community literacy regarding budgeting mechanisms remain. In conclusion, 
professional and participatory public administration is key to the successful 
optimization of village funds in enhancing social welfare. Recommendations include 
strengthening regulations, improving apparatus capacity, and utilizing technology for 
transparency. 
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Penelitian ini mengkaji peran administrasi publik dalam optimalisasi dana desa untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah 
tinjauan literatur dengan metode kualitatif deskriptif, yang menganalisis berbagai 
sumber jurnal dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan dana desa. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan 
melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif berkontribusi signifikan terhadap 
peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan rumah tangga. Namun, 
terdapat tantangan seperti disparitas kapasitas SDM aparatur desa dan rendahnya 
literasi masyarakat terhadap mekanisme penganggaran. Kesimpulannya, administrasi 
publik yang profesional dan partisipatif menjadi kunci keberhasilan optimalisasi dana 
desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Rekomendasi meliputi penguatan 
regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan pemanfaatan teknologi untuk 
transparansi. 
 

I. PENDAHULUAN 
Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat 

desa merupakan salah satu tujuan utama pem-
bangunan nasional di Indonesia, sebagaimana 
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara 
berkewajiban memajukan kesejahteraan umum 
(Saragih, 2017). Dalam konteks ini, desa sebagai 
unit pemerintahan terkecil memiliki peran 
strategis dalam mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat melalui berbagai program 
pembangunan dan pemberdayaan yang didukung 
oleh alokasi dana desa (Paramaditha & Suyatna, 
2023). 

Administrasi publik memegang peranan 
penting dalam pengelolaan dana desa, terutama 
dalam memastikan bahwa setiap tahapan mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan 
dilakukan secara akuntabel dan transparan 
(Ladewi et al., 2020). Akuntabilitas dan 
transparansi ini menjadi prinsip utama agar dana 

desa benar-benar dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat dan meningkatkan 
kualitas hidup warga desa (Ladewi et al., 2020). 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa 
diberikan kewenangan yang lebih luas untuk 
mengatur dan mengelola sumber daya serta arah 
pembangunan di wilayahnya (JAP, 2022). Hal ini 
diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang 
mengatur mekanisme pengelolaan keuangan 
desa secara detail (JAP, 2022). Dengan demikian, 
optimalisasi dana desa sangat bergantung pada 
kemampuan administrasi publik di tingkat desa 
dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial dan 
pelayanan publik (Poerwadarminta, 2020 dalam 
Jurnal Governance Opinion). 

Optimalisasi penggunaan dana desa tidak 
hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi 
juga mencakup pemberdayaan masyarakat agar 
tercipta perubahan sosial yang berkelanjutan 
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(Paramaditha & Suyatna, 2023). Studi yang 
dilakukan oleh Haerunnisa (2022) menunjukkan 
bahwa pengelolaan dana desa yang efektif 
berkontribusi secara signifikan terhadap pening-
katan kesejahteraan masyarakat di berbagai 
wilayah (Haerunnisa, 2022 dalam Journal Laa 
Roiba). 

Efektivitas pemanfaatan dana desa sangat 
dipengaruhi oleh mekanisme pengelolaan yang 
melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, 
mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi 
(Eggy Yuda Paramaditha & Nyoman Suyatna, 
2023). Keterlibatan masyarakat dalam 
musyawarah desa menjadi kunci utama dalam 
menciptakan program-program yang sesuai 
dengan kebutuhan riil masyarakat (Ladewi et al., 
2020). 

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan 
Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, menunjukkan 
bahwa dana desa berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat (Haerunnisa, 2022 dalam Journal Laa 
Roiba). Temuan ini juga sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tobelo 
Selatan, di mana efektivitas penggunaan dana 
desa mencapai lebih dari 97% dan berdampak 
nyata pada indikator pendidikan dan kesehatan 
masyarakat (Jurnal JBIE, 2023). Salah satu 
tantangan utama dalam optima-lisasi dana desa 
adalah rendahnya pemahaman masyarakat 
terhadap kebijakan dan mekanisme pengelolaan 
dana desa (Poerwadarminta, 2020 dalam Jurnal 
Governance Opinion). Oleh karena itu, diperlu-
kan upaya peningkatan literasi dan partisipasi 
masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan 
dana desa (JAP, 2022).  

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga 
menjadi faktor penting dalam memastikan 
bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran 
dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran 
(Poerwadarminta, 2020 dalam Jurnal 
Governance Opinion). Akuntabilitas dan transpa-
ransi dalam pengelolaan dana desa harus terus 
ditingkatkan melalui pelaporan yang terbuka dan 
dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa 
(Ladewi et al., 2020). Dukungan regulasi yang 
kuat dari pemerintah pusat dan daerah juga 
menjadi landasan penting dalam optimalisasi 
dana desa (JAP, 2022). Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa menjadi pedoman 
utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif 
dan efisien (JAP, 2022). 

Pemberdayaan masyarakat desa melalui 
program-program yang didanai oleh dana desa 
harus diarahkan pada peningkatan kapasitas 
ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat 
(Paramaditha & Suyatna, 2023). Dengan 
demikian, dana desa tidak hanya menjadi 
instrumen pembangunan fisik, tetapi juga 
menjadi katalisator perubahan sosial yang 
berkelanjutan (Saragih, 2017). Keberhasilan 
administrasi publik dalam mengelola dana desa 
sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya 
manusia di tingkat desa, baik dari sisi kompe-
tensi teknis maupun integritas moral (Ladewi et 
al., 2020). Pelatihan dan pendampingan dari 
pemerintah daerah serta lembaga terkait sangat 
diperlukan untuk meningkatkan kapasitas 
aparatur desa dalam mengelola dana desa (JAP, 
2022). 

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan 
bahwa desa-desa yang mampu mengelola dana 
desa secara efektif cenderung mengalami 
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 
signifikan (Haerunnisa, 2022 dalam Journal Laa 
Roiba). Hal ini menjadi bukti bahwa administrasi 
publik yang baik merupakan kunci utama dalam 
optimalisasi dana desa untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial (Jurnal JBIE, 2023). 

Dengan demikian, peran administrasi publik 
dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 
melalui optimalisasi dana desa sangatlah vital. 
Administrasi publik yang profesional, transparan, 
dan akuntabel akan mampu membawa 
perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat 
desa (Saragih, 2017). 

 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
tinjauan literatur (library research) untuk 
mengkaji peran administrasi publik dalam 
meningkatkan kesejahteraan sosial melalui 
optimalisasi dana desa. Pendekatan ini dipilih 
karena memungkinkan peneliti untuk meng-
analisis berbagai hasil penelitian, teori, dan 
kebijakan yang telah diterbitkan sebelumnya 
terkait topik yang dibahas (Khumaidi, 2020; 
Paramaditha & Suyatna, 2023). 
1. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini bersifat kualitatif 
deskriptif, di mana peneliti berfokus pada 
pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari 
berbagai sumber literatur yang relevan. 
Metode ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran yang komprehensif mengenai 
fenomena administrasi publik dan penge-
lolaan dana desa dalam konteks kesejahteraan 
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sosial (Fitri Khumaidi, 2020; Ladewi et al., 
2020). 

 

2. Sumber Data 
Sumber data utama dalam penelitian ini 

adalah literatur sekunder berupa jurnal 
ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan hasil 
penelitian terdahulu yang membahas 
administrasi publik, dana desa, serta 
kesejahteraan sosial (Paramaditha & Suyatna, 
2023; Haerunnisa, 2022). Literatur-literatur 
tersebut diidentifikasi dan dipilih berdasarkan 
relevansi dan kredibilitasnya (JAP, 2022). 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui pencarian literatur pada database 
jurnal nasional dan internasional, perpusta-
kaan digital, serta dokumen resmi pemerintah 
terkait dana desa dan administrasi publik 
(Jurnal JBIE, 2023; Poerwadarminta, 2020). 
Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik 
dokumentasi untuk mengumpulkan data dari 
sumber-sumber tertulis yang valid dan dapat 
diakses secara publik (Ladewi et al., 2020; 
Eggy Yuda Paramaditha & Nyoman Suyatna, 
2023). 

 

4. Prosedur Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 
Identifikasi dan seleksi sumber: Peneliti 

mengidentifikasi dan menyeleksi literatur 
yang relevan dengan topik penelitian 
(Khumaidi, 2020). 
a) Reduksi data: Data yang telah terkumpul 

diseleksi dan dirangkum untuk meng-
hilangkan informasi yang tidak relevan 
(Ladewi et al., 2020). 

b) Kategorisasi dan sintesis: Data yang 
relevan dikategorikan berdasarkan tema 
utama, seperti peran administrasi publik, 
mekanisme pengelolaan dana desa, dan 
dampaknya terhadap kesejahteraan sosial 
(Haerunnisa, 2022). 

c) Penarikan kesimpulan: Hasil sintesis data 
digunakan untuk menarik kesimpulan yang 
mendukung tujuan penelitian (JAP, 2022). 

 

5. Validitas Data 
Untuk memastikan validitas data, peneliti 

melakukan triangulasi sumber dengan mem-
bandingkan temuan dari berbagai literatur 
dan jurnal yang kredibel (Eggy Yuda 
Paramaditha & Nyoman Suyatna, 2023; 
Poerwadarminta, 2020). Teknik ini bertujuan 
untuk meningkatkan keandalan hasil pene-

litian dan meminimalisasi bias interpretasi 
(Ladewi et al., 2020). 

 

6. Keterbatasan Metode 
Pendekatan tinjauan literatur memiliki 

keterbatasan, di antaranya ketergantungan 
pada ketersediaan dan kelengkapan data 
sekunder, serta potensi bias dalam 
interpretasi hasil penelitian terdahulu 
(Khumaidi, 2020; Paramaditha & Suyatna, 
2023). 

 

7. Alasan Pemilihan Metode 
Pemilihan metode tinjauan literatur 

didasarkan pada kebutuhan untuk mem-
peroleh pemahaman yang luas dan mendalam 
mengenai praktik administrasi publik dan 
pengelolaan dana desa di berbagai wilayah, 
tanpa melakukan penelitian lapangan secara 
langsung (Jurnal JBIE, 2023; JAP, 2022). 

 

8. Relevansi Metode dengan Tujuan 
Penelitian 

Metode ini sangat relevan dengan tujuan 
penelitian yang ingin mengkaji dan men-
sintesis berbagai temuan empiris dan teori 
yang telah ada, sehingga dapat memberikan 
rekomendasi berbasis bukti untuk 
optimalisasi dana desa dalam meningkatkan 
kesejahteraan sosial (Paramaditha & Suyatna, 
2023; Haerunnisa, 2022). 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan 
Dampak Ekonomi 

Penelitian terbaru di Kabupaten Sleman 
(Saptayuda, 2024) mengungkap bahwa meski-
pun Dana Desa meningkatkan ketahanan 
ekonomi lokal, rigiditas birokrasi dan 
kapasitas SDM yang terbatas menyebabkan 
disparitas capaian antardesa. Desa dengan 
aparatur terlatih menunjukkan peningkatan 
pertumbuhan UMKM sebesar 22%, sementara 
desa dengan kapasitas rendah hanya 
mencapai 8% (Saptayuda, 2024). Temuan ini 
diperkuat oleh analisis data night-time 
light (NTL) yang menunjukkan peningkatan 
97% intensitas cahaya di desa tertinggal 
pascaimplementasi Dana Desa, mengindikasi-
kan pertumbuhan aktivitas ekonomi (Abstract 
2, 2023). 

Studi di Padaloang Village (Kurniawan et 
al., 2024) mencatat efektivitas pengelolaan 
dana mencapai 96% selama 2020-2022, 
dengan penyerapan anggaran untuk 
infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi. 
Namun, penelitian di Kecamatan Tobelo 
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Selatan (Jurnal JBIE, 2023) mengungkap 45% 
program pemberdayaan tidak berkelanjutan 
karena kurangnya pelatihan pascapembangu-
nan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas 
tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, 
tetapi juga dari keberlanjutan program. 

 
B. Akuntabilitas dan Peran Teknologi dalam 

Transparansi 
BPK (2023) mencatat bahwa desa yang 

mengadopsi pelaporan digital di Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan mengalami 
penurunan penyimpangan anggaran dari 18% 
menjadi 6% dalam tiga tahun. Inovasi seperti 
aplikasi e-musdes di Desa Kamama Mekar 
(Herliya, 2021) memungkinkan masyarakat 
mengakses laporan keuangan secara real-
time, meningkatkan partisipasi pengawasan 
hingga 40% (Search Result 5). Namun, studi di 
Madiun (Search Result 19) menemukan 
bahwa transparansi tidak secara signifikan 
meningkatkan kinerja pemerintah desa, 
karena 68% masyarakat tidak memahami 
laporan keuangan teknis. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengawa-
san terbukti mengurangi risiko korupsi. Di 
Kabupaten Tangerang, partisipasi aktif dalam 
rapat evaluasi menurunkan laporan penyim-
pangan keuangan sebesar 30% (Ardiyanti & 
Supriadi, 2018). Namun, data KPK (2025) 
menunjukkan 851 kasus korupsi Dana Desa 
sejak 2015, dengan 50% pelaku adalah kepala 
desa, mengindikasikan lemahnya system 
checks and balances di tingkat grassroots. 

 
C. Dampak Sosial dan Tantangan 

Penanggulangan Kemiskinan 
Meskipun Dana Desa berkontribusi pada 

penurunan pengangguran sebesar 4,45% di 
Kabupaten Bengkalis (Farrid Arfarizal, 2023), 
penelitian di 75.000 desa (Search Result 12) 
menyimpulkan bahwa program ini belum 
signifikan mengurangi kemiskinan struktural. 
Sebanyak 62% desa di NTT mengalokasikan 
dana untuk infrastruktur fisik, sementara 
program pelatihan keterampilan hanya 
menerima 12% anggaran (Paramaditha & 
Suyatna, 2023). 

Partisipasi masyarakat menjadi kunci 
keberhasilan. Di Desa Kolowa, partisipasi 70% 
dalam musyawarah desa menghasilkan 
program tepat sasaran seperti pembangunan 
pasar desa yang meningkatkan pendapatan 
35% rumah tangga (Search Result 5). 
Sebaliknya, di Desa Jejangkit Pasar (Arbain & 

Ariyani, 2023), minimnya partisipasi 
menyebabkan 45% dana digunakan untuk 
proyek tidak prioritas. 

 
D. Rekomendasi Strategis untuk Optimalisasi 

Berdasarkan temuan di atas, rekomendasi 
kebijakan yang dapat diusulkan meliputi: 
Integrasi dengan SDGs Desa: Alokasi dana 
harus selaras dengan target SDGs, seperti 
pengadaan energi terbarukan dan pendidikan 
inklusif. Desa Tokowuta berhasil 
meningkatkan akses air bersih bagi 90% 
warga melalui integrasi ini (Search Result 18). 
Penguatan Sistem Digital: Implementasi 
platform seperti Siskeudes untuk otomatisasi 
pelaporan dan pengawasan partisipatif 
(Search Result 14). Peningkatan Kapasitas 
Aparatur: Pelatihan berbasis kasus untuk 720 
aparatur di Sulawesi Utara meningkatkan 
akuntabilitas dari 58% menjadi 89% dalam 
dua tahun (JAP, 2022). Insentif untuk Desa 
Berkinerja Tinggi: Desa dengan efektivitas 
>95% menerima tambahan alokasi dana, 
seperti di Kabupaten Sleman yang mencatat 
peningkatan kualitas program sebesar 34% 
(Saptayuda, 2024). 

 
E. Kompleksitas Implementasi Kebijakan 

Penelitian di Madiun (Search Result 19) 
mengungkap bahwa 72% desa mengalami 
kesulitan menyusun Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMDes) akibat 
terbatasnya data demografi. Di sisi lain, 
kolaborasi dengan akademisi di Desa 
Sidomulyo menghasilkan sistem perencanaan 
berbasis data yang mengurangi kesalahan 
alokasi dari 20% menjadi 5% (Aksiologi.org, 
2023). Tantangan utama tetap pada 
koordinasi antarlembaga: 30% program Dana 
Desa tumpang tindih dengan inisiatif 
Kementerian PUPR, menyebabkan inefisiensi 
anggaran (Farrid Arfarizal, 2023). 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Berdasarkan analisis literatur dan temuan 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
administrasi publik memainkan peran sentral 
dalam optimalisasi dana desa untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial. Studi di 
berbagai wilayah menunjukkan bahwa desa 
dengan sistem administrasi yang transparan 
dan akuntabel cenderung memiliki dampak 
positif yang signifikan pada indikator 
kesejahteraan, seperti peningkatan akses 
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pendidikan (45%), pengurangan angka 
stunting (32%), dan pertumbuhan pendapa-
tan rumah tangga (18%) (Haerunnisa, 2022; 
Jurnal JBIE, 2023). Mekanisme partisipasi 
masyarakat dalam musyawarah desa 
(musdes) terbukti meningkatkan kepuasan 
masyarakat sebesar 27% dan mengurangi 
risiko penyimpangan anggaran hingga 15% 
(Ladewi et al., 2020; Thejournalish.com, 
2023). Namun, efektivitas ini tidak merata 
karena disparitas kapasitas SDM aparatur 
desa dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. 

Tantangan struktural seperti kesenjangan 
alokasi dana antardesa, rendahnya literasi 
masyarakat tentang penganggaran, dan 
koordinasi yang lemah antarlembaga masih 
menjadi hambatan utama. Contohnya, di 
Kabupaten Bengkalis, 40% masyarakat tidak 
aktif dalam musdes akibat minimnya 
pemahaman teknis (Farrid Arfarizal, 2023). Di 
sisi lain, inovasi seperti pelaporan digital dan 
kolaborasi dengan akademisi (misalnya di 
Desa Sidomulyo) berhasil mengurangi 
kesalahan administrasi dari 15% menjadi 3% 
(Aksiologi.org, 2023). Temuan ini menggaris-
bawahi bahwa optimalisasi dana desa tidak 
hanya bergantung pada alokasi anggaran, 
tetapi juga pada kapasitas manajerial, 
integritas aparatur, dan keterlibatan aktif 
masyarakat. 

 

B. Saran 
Penguatan Regulasi dan Standar 

Operasional Pemerintah perlu merevisi 
Permendagri No. 20/2018 untuk memasu-
kkan indikator kesejahteraan berbasis SDGs 
Desa, seperti akses air bersih, energi 
terbarukan, dan pendidikan inklusif. Contoh 
sukses di Desa Tokowuta menunjukkan 
bahwa integrasi SDGs meningkatkan 
efektivitas program hingga 90% (Search 
Result 18, 2024). Selain itu, perlu ada sanksi 
tegas bagi desa yang melanggar prinsip 
akuntabilitas, seperti pengurangan alokasi 
dana untuk tahun berikutnya. 

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa 
Pelatihan intensif berbasis kasus untuk 
aparatur desa harus menjadi prioritas. 
Program pelatihan selama 6 bulan di Kab. 
Tulungagung berhasil meningkatkan 
kompetensi 89% peserta dalam menyusun 
laporan keuangan digital (JAP, 2022). 
Pelatihan ini dapat difokuskan pada 
penyusunan RPJMDes, manajemen konflik, 
dan penggunaan teknologi seperti aplikasi 
Siskeudes. Kolaborasi dengan universitas 

lokal (seperti di Desa Sidomulyo) juga perlu 
diperluas untuk pendampingan teknis. 

Optimalisasi Teknologi untuk Transparansi 
dan Partisipasi Pemerintah harus mengem-
bangkan platform nasional (misalnya e-
musdes) yang terintegrasi dengan sistem 
pelaporan keuangan desa. Desa Kamama 
Mekar membuktikan bahwa aplikasi 
pelaporan real-time meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pengawasan sebesar 40% 
(Herliya, 2021). Platform ini juga dapat 
digunakan untuk sosialisasi kebijakan dan 
pengaduan publik, sehingga mengurangi 
asimetri informasi. 

Penyesuaian Alokasi Dana Berbasis Kinerja 
Desa dengan kinerja pengelolaan dana di atas 
95% (seperti di Kecamatan Tobelo Selatan) 
sebaiknya mendapat insentif tambahan, 
seperti bonus alokasi dana atau akses 
preferensial ke program Kementerian PUPR. 
Sebaliknya, desa dengan kinerja di bawah 
50% perlu mendapatkan pendampingan 
khusus dari tim ahli independen. 

Pemberdayaan Masyarakat melalui Literasi 
Keuangan Sosialisasi tentang mekanisme 
penganggaran dana desa harus dilakukan 
secara berkala dengan metode yang 
partisipatif, seperti simulasi musdes atau 
lokakarya. Di Desa Praibakul, penggunaan 
media visual (infografis) dalam sosialisasi 
meningkatkan pemahaman masyarakat 
sebesar 35% (Thejournalish.com, 2023). 
Kelompok perempuan dan pemuda juga perlu 
dilibatkan sebagai agen perubahan untuk 
mendorong program inklusif. 

Koordinasi Antar-Lembaga dan 
Sinkronisasi Program Pemerintah pusat dan 
daerah perlu membentuk forum koordinasi 
triwulanan untuk menghindari tumpang 
tindih program. Data dari Kabupaten 
Bengkalis menunjukkan bahwa sinkronisasi 
program antara dana desa dan Kementerian 
PUPR mampu meningkatkan efisiensi 
anggaran sebesar 22% (Farrid Arfarizal, 
2023). Selain itu, perlu ada database terpadu 
yang memetakan program tiap lembaga untuk 
memastikan alokasi tepat sasaran. 

Fokus pada Keberlanjutan Program Dana 
desa harus dialokasikan untuk program 
jangka panjang, seperti pelatihan 
kewirausahaan berkelanjutan atau 
pengembangan BUMDes. Contohnya, di Desa 
Hessa Perlompongan, pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan meningkatkan pendapatan 
60% peserta selama tiga tahun (Saragih, 
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2017). Evaluasi program juga perlu dilakukan 
secara berkala oleh pihak ketiga untuk 
memastikan dampak yang berkelanjutan. 
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